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Abstract - The increasing trend of national tax revenue has not been accompanied by an optimal level of taxpayer 

reporting compliance, particularly within the implementation of the self-assessment system. Strengthening the 

effectiveness of this system is therefore essential to improve taxpayer compliance. This study aims to examine the 

influence of tax digitalization and education level on the implementation of the self-assessment system among 

taxpayers in Kotawaringin Timur Regency. A quantitative research approach was employed using primary data 

collected through questionnaires distributed to 97 taxpayers selected through purposive sampling. The data were 

analyzed using logistic regression with the assistance of EViews 9 software. The empirical results indicate that 

tax digitalization does not have a significant effect on the implementation of the self-assessment system. In 

contrast, education level shows a positive and significant effect on the implementation of the self-assessment 

system, indicating that taxpayers with higher educational backgrounds tend to have a greater likelihood of 

properly implementing the system. These findings highlight that improving taxpayers’ educational capacity plays 

a more crucial role in supporting the effectiveness of the self-assessment system than relying solely on tax 

digitalization initiatives..  
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Abstrak - Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan penerimaan pajak nasional yang belum diiringi rasio 

kepatuhan pelaporan wajib pajak secara optimal, khususnya dalam penerapan self assessment system. Kondisi ini 

menunjukkan pentingnya upaya untuk memperkuat efektivitas sistem tersebut dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. Penelitian ini memiliki tujuan dalam menganalisis adanya peran dari digitalisasi perpajakan dan 

tingkat pendidikan dalam penerapan self assessment system. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 97 responden yang dipilih menggunakan 

teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi logistik dengan bantuan perangkat lunak 

EViews 9. Hasil penelitian menemukan hasil jika digitalisasi perpajakan tidak memiliki peran signifikan dalam 

penerapan self assessment system. Sebaliknya, tingkat pendidikan memiliki peran positif dan signifikan dalam 

penerapan self assessment system. Temuan ini mengindikasikan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat 

pendidikan lebih tinggi lebih efektif dalam menerapkan self assessment system dibandingkan optimalisasi 

digitalisasi perpajakan semata. 

 

Kata Kunci: Digitalisasi Pajak, Pajak, Self Assessment System, Tingkat Pendidikan 

 

PENDAHULUAN 

Iuran wajib warga negara yang bersifat memaksa karena diatur oleh undang-undang tanpa 

mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk rumah tangga negara adalah pengertian 

dari pajak (Mardiasmo, 2016). Pajak berperan penting dalam tatanan kehidupan bernegara karena sektor 

penerimaan dari pajak menjadi sektor terbesar untuk berkonstribusi pada APBN (Fitrianti et al., 2024). 

Penerimaan dari pajak menjadi sumber pendapatan rumah tangga negara diantaranya pada sektor 

pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum (Noch et al., 2024). Pajak menjadi sumber penerimaan negara 

sesuai dengan fungsi budgetair sehingga dengan keadaan ini masyarakat menjadi sadar untuk taat dalam 

melakukan pembayaran serta pelaporan pajak (Nugraheni et al., 2021). 
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Indonesia menjadi satu dari banyaknya negara yang menjadikan pajak sebagai sumber utama 

pendapatan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia berasal dari 3 hal, 

yaitu pajak, non-pajak, dan hibah. Berdasarkan International Center for Tax and Development, 

dijelaskan bahwa pendapatan dari pajak menyumbang 50 hingga 80% dari total pendapatan dunia 

(Kurniawan, 2020). Pajak menjadi sektor terbesar yang membiayai rumah tangga negara sebanyak 

dibanding sumber lainnya (Hakki, 2023). Berdasarkan laporan Direktorat jenderal pajak (DJP) pada 

tahun 2024 sebanyak 73% sumber APBN berasal dari pajak. Data pada Badan Pusat Statistik 

menunjukkan terdapat peningkatan sebesar 191 triliun dari tahun 2023 menjadi Rp 2.309,9 triliun yang 

merupakan angka tertinggi dalam sejarah. Berikut adalah gambar dari pertumbuhan pajak dari tahun 

ketahun yang dilangsir dari laman pajak.go.id1. 

 
Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak 2019-2023 

 

Sumber: pajak.go.id, 2025 

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat selama 5 tahun (2019-2023) penerimaan pajak yang 

dilaporkan melalui laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak telah meningkat. Peningkatan jumlah 

penerimaan perpajakan ini sayangnya tidak dibarengi dengan tingkat patuh wajib pajak. Data laporan 

tahunan DJP 2023 memberikan hasil jika terjadi penurunan rasio kepatuhan pajak dari tahun 2021 ke 

tahun 2023 untuk orang pribadi karyawan dari 98,73% menjadi 94,07%, hasil tersebut mengatakan jika 

tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah karena dalam lima tahun terakhir persentase pelaporan 

belum mencapai 100%(Sandra & Chandra, 2021). Guna mendukung peningkatan rasio kepatuhan wajib 

pajak DJP telah mengembangkan program guna mendukung reformasi administrasi perpajakan agar 

dapat terlaksana dengan ringkas dan untuk memudahkan wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban 

perpajakannya dimulai pada tahun 2020. Program reformasi administrasi perpajakan untuk 

mempermudah proses layanan pajak diantaranya mencakup penerapan e-system yang meliputi 

pendaftaran NPWP secara online atau e-registrasion, dapat membayar pajak melalui online (e-billing), 

dapat melakukan lapor SPT secara online(e-filling), dan terakhir penyerahan SPT secara digital atau e-

SPT melalui satu pintu yaitu laman djponline.pajak.go.id, laman ini memudahkan wajib pajak untuk 

dapat melakukan ketiga hal tersebut secara mandiri dan online tanpa perlu bertemu dengan fiskus di 

kantor pajak, reformasi ini tentu semakin mempermudah wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban 

perpajakannya (Yusuf & Saputra, 2018). Telaksananya sistem informasi perpajakan yang terintegrasi, 

wajib pajak dapat mengakses informasi yang diperlukan secara cepat dan mudah. Selain itu juga 

 
1 https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka 
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membantu masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas waktu. Penelitian terdahulu Aini 

& Nurhayati (2022) menunjukan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dalam 

kepatuhan wajib pajak, karena telah memberi manfaat berupa kemudahan untuk wajib pajak dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakannya. 

Menurut Mufidah & Anisaul (2023) tujuan dari adanya digitalisasi pajak adalah untuk dapat 

mengurangi biaya yang dikeluarkan kemudian dapat meningkatkan pelayanan serta terakhir dapat 

meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut Mufidah & Anisaul (2023) layanan era digitalisasi dapat 

dimanfaatkan melalui mengikuti perkembangan teknologi agar dapat memudahkan proses pelayanan. 

Secara keseluruhan, digitalisasi perpajakan merupakan langkah penting dalam reformasi sistem 

perpajakan Indonesia, yang bertujuan untuk membuat sistem lebih transparan, memberikan kemudahan 

akses layanan pajak seperti mengakses E-filing & E-Billing dan suluruh layanan perpajakan, serta 

bertujuan untuk memberikan efisien bagi semua pihak terkait. 

Walaupun DJP telah melakukan reformasi perpajakan melalui digitalisasi pajak, berdasarkan 

laporan masih terdapat kurangnya pemahaman terkait layanan pajak berbasis sistem online sehingga 

dilaporkan tingkat kepatuhan pajak masih belum 100% (Pardede & Aribowo, 2021). Tingkat kepatuhan 

yang rendah dapat menyebabkan masalah stabilitas ekonomi suatu negara (Bornman & Ramutumbu, 

2019). Fasilitas yang memadai dapat memberikan penunjang dalam kemudahan wajib pajak dalam 

membayar pajak yang termasuk dalam kemudahan akses (Sarlina et al., 2019). Selain fasilitas berupa 

digitalisasi perpajakan melalui kemudahan akses, tingkat pendidikan wajib pajak juga menjadi salah 

satu hal yang diperkirakan menjadi pendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan salah 

satunya adalah penerapan self assessment system. 

Menurut Saputro & Meivira (2020) terdapat beberapa faktor yang diperkirakan dapat memberikan 

pengaruh pemahaman mengenai kewajiban perpajakan adalah tingkat pendidikan wajib pajak. 

Pernyataan ini diperkuat oleh Susanti et al. (2020) menyatakan jika seseorang wajib pajak 

berpendidikan tinggi pada umumnya memiliki kesadaran tinggi dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Adanya pendidikan yang tinggi membuat seseorang dapat melakukan kewajiban 

perpajakan salah satunya adalah menerapkan self assessment system. Namun pernyataan ini 

bertentangan dengan pernyataan Strawczynski (2014) yang menyatakan jika tingkat pendidikan 

seseorang tidak menjadikan patokan untuk membuat seseorang wajib pajak semakin patuh, artinya 

wajib pajak berpendidikan tinggi belum tentu mampu memberikan pemeuhan kewajiban perpajakannya 

begitupun sebaliknya. Kenyataan dilapangan ditemukan jika karyawan yang memiliki pendidikan tinggi 

dan rata-rata bekerja pada perusahaan pasti memiliki NPWP namun pendidikan yang tinggi tidak 

menjamin seseorang tersebut memenuhi kewajiban perpajakannya walau memiliki NPWP (Susanti et 

al., 2020). Hasil berbeda juga dikemukakan oleh Bergman et al. (2019) yang memberikan hasil dari 

penelitiannya jika wajib pajak berpendidikan tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan 

penghindaran pajak, hal ini berarti wajib pajak tidak harus mempunyai pendidikan yang tinggi untuk 

patuh dalam kewajiban perpajakannya salah satunya adalah melakukan pelaporan pajak secara mandiri 

melalui self assessment system. 

Tingkat pendidikan tidak sepenuhnya mendukung peningkatan pengetahuan pajak seorang wajib 

pajak Rahayu & Suaidah (2025), artinya wajib pajak berpendidikan tinggi belum tentu memiliki 

pengetahuan pajak yang lebih tinggi dibanding wajib pajak yang berpendidikan rendah. Sulistyowati et 

al. (2021) menjelaskan jika pendidikan merupakan sebuah media yang dapat merubah tatanan hidup 

masyarakat kearah yang lebih positif oleh karena itu pengetahuan tentang pajak harusnya ditanamkan 

sejak dini khususnya pada bangku sekolah menengah. Hasil penelitian Sulistyowati et al. (2021) 

menyatakan jika tingkat pendidikan mampu mempengaruhi patuh wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. 
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Pemerintah melalui perantara DJP berupaya untuk melaksanakan berbagai upaya dalam 

melakukan peningkatan jumlah pajak yang diterima, diantaranya adalah dengan memudahkan wajib 

pajak dalam administrasi perpajakan sehingga akan mempermudah wajib pajak dalam self assesment 

system. Sukiyaningsih (2020) mengatakan pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-udangan 

yang tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 

1983 memiliki beberapa sistem pelaksanaan pajak diantaranya adalah self assessment system. Self 

assessment system merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak yang 

memberikan kewenangan kepada wajib pajak berupa hak, rasa percaya serta rasa tanggung jawab secara 

penuh kepada WP (waji pajak) dalam kegiatan pelaporan secara mandiri diantaranya adalah pendaftaran 

pajak, perhitungan pajak, pembayaran pajak serta dalam kegiatan pelaporan jumlah pajak terutang 

disebut dengan Self assessment system (Putri & Adi, 2022). Self assesment system membuat wajib pajak 

diberikan kewenangan untuk hal tersebut tanpa harus menanti adanya surat ketetapan pajak yang 

diterbitkan oleh DJP. 

Menurut Trisnayanti et al. (2017) Self assesment system meminta peran aktif dari wajib pajak 

untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Penerapan self assesment system mampu berjalan dengan 

maksimal apabila WP dapat memahami pajak dengan optimal, memiliki moral pajak, serta akan 

melakukan kesiplinan tentang pajak, dimana penerapan self assessment system diberlakukan dengan 

optimal dapat didapatkan salah satunya pada tingkat pendidikan wajib pajak (Putri & Adi, 2022). 

Tujuan Self Assessment System adalah terjadi peningkatan kepatuhan serta kesadaran wajib pajak 

tentang pelaksanaan secara mandiri. Kepatuhan wajib pajak dan pengawasan yang maksimal dari 

petugas pajak menjadi penentu keberhasilan dari self assessment system. Dengan adanya self assessment 

system diharapkan cara pemungutan oleh masyarakat dengan sadar, jujur, dan kedisiplinan wajib pajak 

untu memenuhi kewajibannya. Mardiasmo (2016) menjelaskan ciri-ciri self assessment system sebagai 

berikut: Wajib pajak memiliki wewenang dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang; Wajib 

pajak bersifat aktif dalam melakukan perhitungan, pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak 

terutang; Pemerintah melalui fiskus atau pegawai pajak tidak memiliki wewenang dalam ikut campur 

dan diawasi. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ermanis et al. (2021) menjelaskan Digitalisasi pajak 

memberikan kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Namun hasil berbeda 

dijelaskan oleh Setiawan & Yanti (2024) yang menyatakan digitalisasi pajak tidak membuat wajib pajak 

patuh pada kewajiban perpajakannya. Meidiyustiani et al. (2022) dan penelitian Efriyani et al. (2024) 

menyatakan jika pendidikan yang dimiliki oleh seseorang memiliki mempengaruhi secara positif untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka tingkat 

kepatuhan juga semakin tinggi. Namun sebaliknya penelitian dari Susanti et al. (2020) dan penelitian 

Yosi et al. (2020) menyatakan jika tingkat pendidikan tidak mampu mempengaruhi kepatuhan 

kewajiban perpajakan. Namun demikian dengan adanya digitalisasi perpajakan dan juga tingkat 

pendidikan seseorang diharapkan dapat mendorong pelaksanaan self assesment system yang selama ini 

digaungkan oleh DJP. Sehingga dengan adanya self assesment system menuntut wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri tanpa adanya paksanaan dan dengan kesadaran 

penuh (Tiraada, 2013). 

Penerapan self assessment system berhubungan dengan perilaku wajib pajak karena berkaitan dan 

relevan dengan teori Atribusi yang dikemukakan oleh Heider (2013). Atribusi teori memberikan 

penjelasan tentang perilaku seseorang ditentukan dari internal ataupun eksternal diantaranya adalah 

sikap, sifat, karakter,  tekanan situasi atau suatu keadaan tertentu yang menjadi penyebab perubahan 

perilaku tersebut. Selain itu penerapan self asssessment system juga berikaitan dengan Behavior 

Planned Theory yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yang memberikan penjelasan jika perilaku wajib 
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pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya atau non compliance dapat berdampak pada 

perlikau lain yang berkaitan dengan dengan sikap, kontrol perilaku dan norma subyektif. Perilaku pada 

seorang individu dalam teori TPB dijelaskan pada tiga hal yaitu pertama normatif belief (keyakinan 

normatif) yaitu sebuah perilaku yang terjadi akibat pengaruh lingkungan individu, kemudian behavioral 

belief (keyakinan perilaku) yaitu perilaku yang terjadi akibat keyakinan atas suatu hasil dari sebuah 

perliaku, dan terakhir yiatu kontrol keyakinan (control belief) dengan pengertian perilaku yang terjadi 

akibat pemahaman atau keyakinan jika suatu perliaku terjadi akibat adanya manfaat yang dirasakan. 

Teori ini menggambarkan tentang adanya perilaku manusia membuat seorang individu memiliki 

keinginan untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat diasumsikan bahwa perilaku manusia dapat terjadi 

akibat kesesuaian hal dengan apa yang mereka pahami (Herdiyanti & Hermi, 2025). Sehingga perilaku 

wajib pajak untuk melakukan kegiatan self assesment system dilandaskan dari apa yang mereka pahami, 

bisa karena sosialisasi perpajakan atau melalui digitalisasi perpajakan. 

Penelitian dilakukan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya yang banyak dilakukan 

peneliti sebelumnya namun memiliki hasil yang tidak konsisten, ketidakkonsistenan hasil penelitian 

dapat dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan penerapan pada masing-masing wilayah. Dasar penelitian 

ini dilakukan juga akibat adanya fenomena membludaknya pelaporan SPT melalui Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Sampit setiap akhir periode pelaporan yaitu tanggal 31 Maret. Keterbaruan penelitian ini 

yaitu melihat self assessment system sebagai faktor yang dipengaruhi dibanding penelitian sebelumnya 

yang sering menjadikan self assessment system sebagai faktor yang mempengaruhi. Hasil regresi 

penelitian diharapkan berkonstribusi kepada KPP Pratama Sampit untuk mendorong diterapkannya self 

assessment system pada saat pelaporan SPT agar terciptanya efisiensi dan efektivitas waktu. Selain itu 

pada penelitian ini diterapkan metode melihat peluang penerapan digitalisasi perpajakan dan tingkat 

pendidikan dalam membantu menerapkan self assessment system. 

Berdasarkan latar belakang diatas disusun sebuah penelitian dengan judul Pengaruh Digitalisasi 

Pepajakan Dan Pendidikan Terhadap Penerapan Self Assessment System. Pada penelitian ini variabel 

yang digunakan adalah digitalisasi perpajakan yang diukur melalui indikator sesuai dengan (Tambun & 

Ananda, 2022) yaitu: Aplikasi layanan pajak berbasis digital berupa website atau situs yang disediakan 

oleh pemerintah; Kemudahan akses layanan pajak termasuk dalam akses informasi dan kemudahaan 

penggunaan layanan pajak dan; Inovasi layanan pajak yaitu pilihan-pilihan yang dihadirkan dalam 

aplikasi atau website. Sedangkan variabel pendidikan diisi melalui kuesioner dengan mencentang 

pilihan SD, SMP, SMA/SMK/MA, S1/D4 dan S2 dan variabel dependen yaitu self assessment system 

yang menurut Mardiasmo (2016) diukur dengan pelaporan pajak oleh dirinya sendiri. 

Kerangka konseptual disusun berdasarkan variabel yang terdapat alam hasil regresi ini. Penelitian 

ini menggunakan dua faktor yang mempengaruhi dan satu faktor yang dapat terpengaruh, dengan 

keterangan satu kali regresi logistik. Berikut adalah kerangka konseptual penelitian: 
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Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian 

 
Sumber: Data Olahan, 2025 

 

Berdasarkan penjelasan pada pendahuluan diatas ditetapkan hipotesis penelitian yang didasari 

oleh Behavior Planned Theory yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yang memberikan penjelasan jika 

perilaku wajib pajak berkaitan dengan dengan sikap, kontrol perilaku dan norma subyektif. Behavior 

Planned Theory memberikan gambaran mengenai adanya perilaku manusia yang membuat seorang 

individu memiiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, hal ini dapat diasumsikan bahwa perilaku 

manusia dapat terjadi akibat kesesuaian hal dengan apa yang mereka pahami (Herdiyanti & Hermi, 

2025). Seorang wajib pajak yang memiliki pemahaman lebih mengenai self assessment system didorong 

oleh tingkat pendidikan yang dimiliki dan pemahaman tentang digitalisasi perpajakan berpeluang lebih 

besar dalam penerapan self assessment system. Berikut hipotesis penelitian: 

H1: Digitalisasi Perpajakan memberikan pengaruh signifikan dan positif dalam penerapan self 

assessment system 

H2: Tingkat Pendidikan memberikan pengaruh signifikan dan positif dalam  penerapan self assessment 

system. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah salah satu penelitian kuantitatif melalui pendekatan pemecahan masalah yang 

tepat yaitu menyebarkan instrumen kuesioner secara langsung kepada wajib pajak. Lokasi penelitian 

berada diwilayah KPP Pratama Sampit, dan dilakukan penyebaran kuesioner kepada beberapa wilayah 

yang berada pada kecamatan di Kotawaringin Timur. Populasi pada penelitian adalah wajib pajak yang 

terdaftar dan mempunyai NPWP diwilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan Sampel 

penelitian menggunakan metode purposive sampling yaitu adanya kategori populasi untuk dapat 

dijadikan sampel sesuai dengan (Sugiyono, 2017). Jumlah sampel penelitian ditentukan sesuai dengan 

Hair et al. (2019) yang menyatakan  sampel penelitian dapat ditentukan dengan melakukan perkalian 

indikator atau pernyataan dengan angka 5 sampai dengan 10. Penelitian ini memiliki 7 indikator dengan 

pengali adalah 10, sehingga jumlah sampel penelitian ini minimal 70 respoden. Berdasarkan hasil 

sebaran kuesioner ditentukan jumlah responden sebanyak 97 responden yang mengisi, sehingga pada 

penelitian ini digunakan 97 responden sebagai sampel. 

Berikut adalah definisi operasional untuk variabel Digitalisasi Perpajakan (X1). Digitalisasi 

perpajakan adalah inovasi yang diterapkan oleh DJP dalam bentuk layanan elektronik, seperti aplikasi 

dan website, untuk mempermudah transaksi pajak (Tambun & Ananda, 2022). Indikator digitalisasi 

perpajakan tertera pada tabel dibawah: 
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Tabel 1. Indikator Digitalisasi Perpajakan 

Indikator Pernyataan Keterangan 

Aplikasi layanan pajak 

berbasis digital 

1. Aplikasi pajak tersedia secara online 

2. Aplikasi pajak secara online mudah digunakan 

3. Aplikasi pajak menyediakan fitur yang lengkap 

4. Panduan digitalisasi layanan pajak mudah untuk dipahami. 

(Tambun & 

Ananda, 2022) 

Likert 

Kemudahan Akses 

Layanan Pajak 

1. Sistem layanan pajak (e-filing) dapat digunakan kapanpun. 

2. Sistem layanan pajak (e-filing) dapat digunakan dimanapun. 

3. Sistem layanan pajak tidak pernah mengalami masalah 

Sumber: Data Olahan, 2025 

 

Efriyani et al. (2024) menyatakan jika pendidikan merupakan sebuah kewajiban yang harus 

diperoleh masyarakat agar mencapai potensi hidup terbaik. Tingkat pendidikan masyarakat secara 

umum dapat menjadi pertimbangan wajib pajak dapat melakukan pemenuhan ketentuan peraturan 

perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi lebih sadar dalam kewajiban 

pelaporan secara mandiri. Indikator tingkat pendidikan diukur dengan membagi kelompok pendidikan 

wajib pajak menjadi kelompok: SD, SMP, SMA/SMK/MA, D1, D2, D3, D4/S1, dan S2 dengan 

mengelompokkan menggunakan skala nominal 1 – 8. 

Sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan hak, rasa percaya serta tanggung jawab secara 

penuh kepada wajib pajak dalam untuk melakukan secara mandiri kegiatan melakukan pendaftaran 

pajak, melakukan perhitungan, melakukan pembayaran dan melakukan pelaporan jumlah pajak terutang 

disebut dengan Self assessment system (Lesmaya et al., 2017). Indikator self assessment system yang 

digunakan dalam penelitian yaitu  melaporkan SPT Tahunan yang dilakukan secara mandiri oleh wajib 

pajak, dengan pengukuran yang dilakukan untuk mengukur Variabel dengan menggunakan skala 

nominal dengan kriteria variabel dummy yaitu 1 dan 0, indikator pengukuran sebagai berikut: 

• Saya melaporkan sendiri pajak melalui efilling DJP online diberi angka 1; 

• Saya dibantu oleh pihak lain dalam melaporkan pajak melalui efilling DJP online diberi angka 0. 

Alat regresi penelitian yaitu menggunakan eviews 9 karena regresi penelitian menggunakan 

metode logistik karena variabel dependen menggunakan skala 1 dan 0, sedangkan pengujian uji 

validitas dan relibialitas yang diuji kepada 25 responden menggunakan SPSS versi 22 sebelum 

dilakukan penyebaran kuesioner secara keseluruhan. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian 

multikolinearitas, heterokedastisitas, uji kelayakan model, analisis hasil uji T dan melihat peluang. 

Pengujian normalitas tidak dilibatkan pada penelitian ini karena data penelitian logistik angka 1 dan 0 

sesuai dengan pernyataan dari Hosmer & Lemeshow (2014) yang menyatakan jika penelitian logistik 

tidak memerlukan pengujian normalitas karena regresi logistik tidak memerlukan variabel independen 

atau suku kesalahan agar dapat berdistribusi normal. Adapun analisis model regresi penelitian logistik 

adalah sebagai berikut: 

Log Yi= 
p

(1-p)
= b0 + β

1
X1i + β

2
X2i + ei……………………….…………………………………….(1) 

Dimana: 

Y  = Self Assessment System  

𝑏0   = Konstanta 

𝛽1,𝛽2,   = Koefisien  

𝑋1  = Digitalisai Perpajakan 

𝑋2  = Tingkat Pendidikan 

𝑒  = Standart error/residual 

I  = Identitas cross section 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini diuji menggunakan regresi logistik tetapi tetap memperhatikan pengujian asumsi 

klasik yang dibagi menjadi pengujian multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Sebelum melakukan 

asumsi klasik, uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menentukan apakah pernyataan kuesioner 

dipahami oleh responden. Langkah pertama adalah melakukan uji validitas untuk memastikan bahwa 

instrumen penelitian dapat dipahami oleh calon responden penelitian. Uji validitas menggunakan 

asumsi nilai signifikansi <0,05 agar instrumen dinyatakan valid (Hilaliyah, 2025). Jumlah responden 

yang digunakan pada penelitian untuk pengujian validitas sebanyak 25 responden. Hasil pengujian 

validitas tertera pada tabel berikut: 

 

Tabel 2. Hasil Validitas 

Question Sig (2-tailed) Conclusion 

Item2.1 0.025 Valid 

Item2.2 0.003 Valid 

Item2.3 0.003 Valid 

Item2.4 0.000 Valid 

Item2.5 0.000 Valid 

Item2.6 0.000 Valid 

Item2.7 0.000 Valid 

Sumber: Data Olahan, 2025 

 

Sugiyono (2017) menjelasakan uji validitas mampu dilaksakan apabila jumlah responden 

diantara 20 sampai dengan maksimal sampel responden. Hasil pengujian validitas pada tabel 2 diatas 

disebarkan kepada 25 responden atas keseluruhan seluruh pernyataan dan didapatkan hasil valid karena 

nilai sig (2-tailed) < 0,05. Selanjutnya setelah seluruh data valid maka dilanjutkan dengan pengujian 

reliabilitas. Langkah selanjutnya setelah uji validitas yaitu uji reliabilitas. Pengujian ini dilaksanakan 

guna dapat mengetahui jika pernyataan yang tertera pada kuesioner dapat berkorelasi dengan baik dan 

mampu mengukur secara konsisten (Wardani & Kurniawan, 2024). Pengujian reliabilitas tertera pada 

tabel:. 
Tabel 3. Hasil Reliabilitas 

Variabel Nilai Cronbach's Alpha Keterangan 
 

 
Digitalisasi Perpajakan 0,716 Reliabel  
Sumber: Data Olahan, 2025 

 

Berdasarkan tabel 3 diketahui Cronbach's Alpha yaitu 0,716 atau 71,6%. Pernyataan dalam 

kuesioner dapat dikatakan reliabel jika Cronbach's Alpha > 60% (0,60) (Hilaliyah, 2025). Berdasarkan 

hasil tersebut maka penelitian ini memiliki pernyataan yang reliabel karena nilai Cronbach's Alpha 

melampaui 60% sehingga hasil menyebutkan pernyataan kuesioner reliabel atau konsisten. 

Pada penelitian ini penyebaran kuesioner melalui google form dengan karakteristik responden 

antara lain yaitu usia responden, jenis kelamin responden serta pekerjaan yang dimiliki responden. Dari 

97 responden diketahui jika mayoritas responden berusia > 35 tahun dengan jumlah responden 32 orang 

disusul usia 31- 35 tahun sebanyak 29 orang, kemudian usia > 25 – 30 tahun sebanyak 27 orang dan 

terakhir usia 20 – 25 tahun sebanyak 9 orang. Kemudian dari 97 responden didapatkan jika 65 responden 

berjenis kelamin laki-laki, 32 responden berjenis kelamin perempuan. Dapat disimpulkan jika 

responden yang mengisi kuesioner didominasi oleh laki-laki, hal ini dapat terjadi karena mayoritas 

pekerja untuk menerima potongan PPh Pasal 21 adalah laki-laki. Terakhir berdasarkan pekerjaan 

responden mayoritas sebanyak 47 responden adalah pengusaha bebas, disusul karyawan swasta 28 
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responden dan 22 responden adalah pegawai negeri. Terakhir, sejumlah 78 responden memilih Ya untuk 

melaporkan secara sendiri SPT tahunan dan sisanya sebanyak 19 responden memilih Tidak artinya 

masih terdapat 19 responden yang pelaporan SPT Tahunan dibantu oleh pihak lain. 

Setelah dilakukan validitas dan reliabilitas dilanjutkan pengujian multikolinearitas guna 

mengetahui nilai korelasi antar variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Persyaratan 

untuk pengujian multikolinearitas adalah ambang batas korelasi antar variabel, yang harus di bawah 

0,70 (Handayani, 2025). Hasil pengujian tertera pada tabel: 

Tabel 4. Hasil Multikolinaritas 

Variabel Corelation 

Digitalisasi Perpajakan -> Tingkat Pendidikan 0,286 

Sumber: Data Olahan, 2025 

 

Pengujian multikolinearitas dilakukan melalui Eviews 9. Hasil tabel memperlihatkan jika nilai 

hubungan atau korelasi pada variabel independen 0,286 atau <0,70. Hal ini berarti tidak terdapat 

korelasi yang tinggi antara variabel bebas dan variabel kontrol yang digunakan pada penelitian. 

Pengujian heterokedastisitas dilaksanakan dengan melakukan pengujian residual pangkat dua 

dengan variabel independen, pengujian ini dilakukan untuk melihat regresi penelitian tidak memiliki 

pola. Apabila nilai prob f signifikansi hasil regresi residual > 0,05 maka dikatakan bebas 

heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas tertera pada tabel: 
Tabel 5. Hasil Heterokedasititas 

Hasil Prob 

Prob F Statistic 0,084 

Sumber: Data Olahan, 2025 

 

Pengujian heterokedastisitas dilaksanakan melalui bantuan Eviews 9 dengan melakukan regresi 

residual pangkat 2. Hasil pengujian memperlihatkan nilai Prob (F-Statistic) adalah 0,084, atau 8,4%. 

Hasil ini memperlihatkan jika nilai > 5% (0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini. 

Penelitian ini tidak menggunakan hasil uji normalitas Hosmer & Lemeshow, (2014) 

menyatakan bahwa “Regresi logistik tidak memerlukan variabel independen atau suku kesalahan untuk 

berdistribusi normal. Estimasi didasarkan pada kemungkinan maksimum daripada kuadrat terkecil”. 

Hal ini karena variabel dependen menggunakan variabel dummy nominal 1 dan 0. Dalam regresi 

logistik, perlu dilakukan pengukuran kesesuaian model logistik untuk memastikan bahwa model 

penelitian logistik tersebut sesuai untuk digunakan. Kriteria untuk pengujian ini adalah nilai HL 

(Hosmer dan Lemshow) > 0,05 untuk menyatakan model logistik tersebut sesuai. Berikut adalah hasil 

pengujian Hosmer and Lemshow’s Test: 
Tabel 6. Hasil Hosmer and Lemshow's Test 

Hasil Prob 

Nilai Prob Chi Square – HL Statistic 0,8716 

Sumber: Data Olahan, 2025 

 

Pengujian kelayakan model melalui tabel diatas memperlihatkan nilai hasil pengujian Hosmer 

and Lemshow’s Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Probabilitas Chi-Square (HL) dari 

Statistik H-L adalah 0,8716 atau 87,16%, yang lebih besar dari 5%. Sehingga mampu diambil 

kesimpulan jika model penelitian telah layak digunakan untuk menilai hasil regresi. 

Tabel 7. Hasil Pengujian Regresi Logistik 

Variable Coefficient Prob. 

C -4,965 0,284 

Digitalisasi Perpajakan 1,518 0,341 
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Variable Coefficient Prob. 

Tingkat Pendidikan 1,072 0,046 

McFadden R-squared 7,44% 

N 97 

  Sumber: Data Olahan, 2025 

 

Berdasarkan tabel 7 diatas adalah hasil regresi logistik dari 97 responden yang mengisi kuesioner. 

Berdasarkan tabel regresi dapat dijabarkan sebagai berikut. Penjabaran dengan mengisi angka pada 

model regresi disertai pemaknaan sebagai berikut: 

Log Yi= 
p

(1-p)
= -4,965 + 1,518*X1i + 1,072*X2i … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (2) 

1. Nilai prob signifikan konstanta > 0,05 yaitu 0,284 artinya ketika seluruh variabel independen 

diposisi 0 maka nilai variabel dependen tidak berubah atau konstan. 

2. Nilai prob signifikan digitalisasi perpajakan > 0,05 yaitu 0,341 artinya digitalisasi perpajakan tidak 

memiliki pengaruh terhadap penerapan self assessmen system. Peningkatan atau penurunan 

digitalisasi perpajakan tidak mempengaruhi penerapan self assessment system. 

3. Nilai prob signifikan tingkat pendidikan < 0,05 yaitu 0,046 dengan nilai koefisien 1,072 artinya 

tingkat pendidikan mempengaruhi penerapan self assessment system. Kenaikan satu tingkat 

pendidikan akan meningkatkan peluang penerapan self assessment system sebesar 3,62%. 

Penelitian logistik menggunakan nilai McFadden R-squared untuk mengetahui besaran 

koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besaran kemampuan 

variabel independen dalam memberikan pengaruh terhadap variabel dependen, nilai koefisien 

determinasi mendekati angka 1 memberikan hasil jika kemampuan variabel independen kuat dalam 

mempengaruhi variabel dependen bergitupun sebaliknya (Handayani, 2025). Pada penelitian ini nilai 

McFadden R-squared sebesar 7,44% artinya variabel digitalisasi perpajakan dan tingkat pendidikan 

mampu mempengaruhi variabel self assessment system sebesar 7,44% sedangkan nilai 92,56% lainnya 

dipengaruhi oleh variabel yang tidak digunakan dalam penelitian. 

 

Digitalisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan dan positif dalam penerapan Self 

Assessment System 

Berdasarkan hasil regresi yang ditampilkan pada tabel 7, diketahui nilai probabilitas signifikan 

28,4% atau lebih dari 5% sehingga dikatakan jika digitalisasi perpajakan tidak mempengaruhi 

penerapan self assessment system pada masyarakat diwilayah kota Sampit. Digitalisasi perpajakan 

dinilai sebagai sebuah langkah yang baik yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, namun hasil 

kuesioner pada item pernyataan ” Sistem layanan pajak tidak pernah mengalami masalah” sebanyak 95 

responden dari 97 responden menjawab tidak setuju atau sebanyak 94,85% responden tidak setuju atas 

pernyataan tersebut. Artinya digitalisasi perpajakan melalui transformasi sistem tidak didukung dengan 

optimalisasi sistem sehingga membuat sistem terkadang mengalami permasalahan dan membuat wajib 

pajak tidak menerapkan self assessment system pada saat melaporkan SPT Tahunan dengan kata lain 

wajib pajak meminta bantuan pihak ketiga dalam pelaporan SPT Tahunan untuk menghindari 

permasalahan sistem. Result penelitian ini sesuai dengan hasil Setiawan & Yanti (2024) yaitu 

kemudahan digitalisasi perpajakan yang ditawarkan melalui aplikasi secara digital, sistem yang lebih 

mudah, dan inovasi layanan digital tidak memberikan konstribusi pada kepatuhan wajib pajak. 

Walaupun teknologi yang digunakan oleh DJP telah membuat wajib pajak merasa aman namun 

perasaan tersebut tidak mampu memberikan pengaruh kepada wajib pajak untuk patuh terhadap 

kewajiban perpajakannya diantaranya yaitu menerapkan pelaporan secara mandiri (self assessment 

system) (Setiawan & Yanti, 2024). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Riyani et al. (2024) 

yang memperoleh hasil jika digitalisasi pajak tidak memberikan pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak, 



Revita Dwi Handayani 
KEIZAI: Jurnal Kajian Ekonomi, Manajemen, & Akuntansi 

Vol. 6, No. 2 (2025): 378 – 392 
 

388 

hal ini diakibatkan wajib pajak merasa tidak yakin dengan data yang diberikan kepada sistem layanan 

pajak akan disampaikan secara akurat, sehingga wajib pajak masih memerlukan pihak ketiga dalam 

pelaporan pajak agar hasil pelaporan lebih akurat. Pernyataan ini sesuai dengan Behavior Planned 

Theory yang menggambarkan tentang adanya perilaku manusia membuat seorang individu memiiliki 

keinginan untuk melakukan sesuatu, hal ini dapat diasumsikan bahwa perilaku manusia dapat terjadi 

akibat kesesuaian hal dengan apa yang mereka pahami (Herdiyanti & Hermi, 2025). Apabila wajib 

pajak tidak mampu memahami tentang digitalisasi pajak artinya penerapan self assessment system tidak 

dapat berjalan secara optimal karena tidak ada dorongan untuk menerapkan hal tersebut dari dalam diri 

wajib pajak. 

 

Tingkat Pendidikan memberikan pengaruh signifikan dan positif dalam penerapan Self 

Assessment System 

Berdasarkan hasil regresi yang tertera pada tabel 7 nilai probabilitas signifikan tingkat 

pendidikan < 0,05 yaitu 0,046 dengan nilai koefisien 1,072 artinya tingkat pendidikan mampu 

memberikan pengaruh positif dalam penerapan self assessment system. Kenaikan satu tingkat 

pendidikan wajib pajak akan menaikkan penerapan self assessment system sebanyak 1,072. Berdasarkan 

data 97 responden tingkat pendidikan responden paling tinggi pada jenjang D4/S1 sebanyak 64 

responden, kemudian disusul dengan SMA/SMK sebanyak 29 responden dan terakhir pada S2 yaitu 4 

responden. Melihat responden yang mengisi form kuesioner memiliki tingkat pendidikan paling rendah 

pada SMA/SMK maka meyakinkan bahwa tingkat pendidikan memiliki peran dalam penerapan self 

assessment system. Penelitian ini sejalan dengan hasil Bergman et al. (2019) dimana tingkat pendidikan 

wajib pajak mampu memengaruhi kewajiban perpajakan, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang 

wajib pajak maka wajib pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Hasil ini juga sejalan dengan Sulistyowati et al. (2021) yaitu pendidikan wajib pajak secara signifikan 

memberikan pengaruh atas kepatuhan wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak yang tinggi akan 

sangat wajar membuatnya untuk mentaati ketentuan perpajakan dan salah satu diantaranya yaitu 

menerapkan pelaporan secara mandiri atau self assessment system. Terakhir penelitian sejalan dengan 

Efriyani et al. (2024) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan mampu berperan penting dalam 

memberikan pengaruh kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tingginya 

pendidikan yang dimiliki oleh WP akan membuat dirinya cenderung memiliki pemahaman yang lebih 

baik tentang pajak sehingga akan memiliki jiwa konstribusi dalam keberlangsungan hidup bernegara, 

sehingga kewajiban perpajakan diantaranya untuk patuh dalam melaporkan dan mengikuti peraturan 

self assessment system akan terlaksana dengan baik. Sulistyowati et al. (2021) menyebutkan jika wajib 

pajak yang berpendidikan tinggi tentu akan lebih paham dan mengerti tentang pentingnya pajak untuk 

kehidupan bernegara, sehingga memiliki pemahaman lebih dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 

yang harus ditaatinya. Pernyataan ini sesuai dengan Behavior Planned Theory yang menggambarkan 

tentang adanya perilaku manusia membuat seorang individu memiiliki keinginan untuk melakukan 

sesuatu, hal ini dapat diasumsikan bahwa perilaku manusia dapat terjadi akibat kesesuaian hal dengan 

apa yang mereka pahami (Herdiyanti & Hermi, 2025). Besaran peluang penerapan self assessment 

system berdasarkan tingkat pendidikan dijabarkan pada tabel berikut: 

 

Tabel 8. Peluang Tingkat Pendidikan pada Penerapan Self Assessment System 

Pendidikan Peluang Self Assessment System Selisih 

SD 2.00%  

SMP 5.62% 3.62% 

SMA/SMK 14.82% 9.20% 

D1 33.69% 18.88% 
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Pendidikan Peluang Self Assessment System Selisih 

D2 59.75% 26.06% 

D3 81.26% 21.51% 

D4/S1 92.68% 11.42% 

S2 97.37% 4.69% 

Sumber: Data Olahan, 2025 

 

Pada sebuah grafik peluang tingkat pendidikan pada penerapan self assessment system 

dijelaskan pada gambar dibawah ini. Grafik menjelaskan tentang kenaikan pendidikan yang dimiliki 

oleh responden pada penelitian ini. Berikut grafik tersebut. 

 

Gambar 3. Peluang Tingkat Pendidikan pada Self Assessment System  

 
Sumber: Data Olahan, 2025 

 

Berdasarkan tabel 8 dan grafik 1, diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perubahan probabilitas self assessment system bervariasi sesuai dengan tingkat pendidikan wajib pajak. 

Di mana, pada titik tingkat pendidikan SD, peluang self assessment system sebesar 2%. Pada titik tingkat 

pendidikan SMP, peluang self assessment system berubah menjadi 5,62% dengan selisih kenaikan 

3,62%. Pada titik tingkat pendidikan SMA/SMK, peluang self assessment system meningkat menjadi 

14,82%, dengan selisih kenaikan 9,20%. Pada titik tingkat pendidikan D1, peluang self assessment 

system meningkat menjadi 33,69%, dengan selisih kenaikan 18,88%. Pada titik tingkat pendidikan D2, 

peluang self assessment system meningkat menjadi 59,75%, dengan selisih kenaikan 26,06%. Pada 

tingkat tingkat pendidikan D3, peluang self assessment system meningkat menjadi 81,26%, dengan 

selisih kenaikan 21,51%. Pada tingkat tingkat pendidikan D4/S1, peluang self assessment system 

meningkat menjadi 92,68%, dengan selisih kenaikan 11,42%. Pada tingkat tingkat maksimal S2 peluang 

self assessment system meningkat menjadi 97,37% dengan selisih kenaikan sebesar 4,69%. Tingkat 

pendidikan maksimal S2 menjadi peluang terbesar dalam menerapkan self assessment system. Semakin 

tinggi pendidikan yang dimiliki seorang wajib pajak maka peluang  wajib pajak untuk menerapkan self 

assessment system guna melaporkan SPT Tahunan secara mandiri akan semakin tinggi diangka 97,37% 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian ini memperlihatkan digitalisasi pajak yang digaungkan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak tidak mampu mempengaruhi wajib pajak untuk menerapkan self assessment system untuk 

melaporkan SPT Tahunan wajib Pajak. Kemudian hasil penelitian untuk tingkat pendidikan mampu 

mempengaruhi wajib pajak dalam menerapkan self assessment system artinya pendidikan wajib pajak 

memiliki peluang lebih tinggi untuk mendorong pelaksanaan self assessment system. Tingkat 
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pendidikan yang meningkat satu tingkatan akan memperbesar peluang dalam penerapan self assessment 

system. Hasil ini sejalandengan teori behavior planned yang menjelaskan perilaku manusia dapat terjadi 

akibat kesesuaian hal dengan apa yang mereka pahami. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut, keterbatasan 

pada penelitian ini diantaranya jumlah sampel yang digunakan terbatas sehingga tingkat pendidikan 

yang menjadi responden terbatas. Selain itu hasil penelitian memperlihatkan nilai koefisien determinasi 

yang masih rendah, oleh karena itu peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel yang tidak 

digunakan pada penelitian diantaranya adalah sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan pengetahuan 

pajak. Selain itu penelitian selanjutnya bisa ditambahkan jumlah sampel sehingga hasil penelitian lebih 

konsisten. 
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